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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban manusia yang terus berkembang selalutidpkla oleh
pergeseran tata nilai yang ati&ehidupan manusia yang semula penuh
dengan mitos kesakralan dalam segala aspek, lalaa&an semakin
memudar seiring bangkitnya modernitasvlaka tak heran bila kemudian
timbul dampak yang luar biasa dahsyat dari perubérgebut, baik itu yang
positif maupun yang negatif. Salah satunya adakamorhena kejahatan
termasuk dari sekiaeksesyang semakin hari jenis dan modus operasinya
semakin berkembang. Selain itu, kejahatan bukanals@emjauh dari
kehidupan, namun justru semakin dekat bahkan bisecuh kapan pun dan di
mana pun, salah satunya adalah kejahatan perdagarayay.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari hunragisnerupakan
salah satu faktor penting untuk terciptanya kesmamgan hidup dan
terjaganya stabilitas nasional maupun internasiolangan terciptanya

HAM, berarti kita telah menghormati prinsip-prinsipumanisme atau

! Dalam pandangan Abdurrahman |. Doi bahwa semaiguit peradaban manusia, syaitan
semakin memainkan perannya. Orang mudah berbuayaaréuln) dan bodoh j&hl), yang
terkadang semakin jauh dari ajaran Tuhan dan Ra#at Abdurrahman I. Doi, A. Rahman 1.
Doi, Syariah the Islamic LawTerj. Zainudin dan Rusydi Sulaimahidud dan kewarisan
(Syari'ah 1), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persati?96, him. 1

2 Dalam masyarakat barat “Modernisme” mengandurigoéitan, aliran, gerakan, dan usaha-
usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiad#tusirinstitusi, dan lain sebagainya agar
semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapateddaan-keadaan baru yang ditimbulkan
oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Likirun Nasution|slam RasionalBandung:
Mizan, 1998, him. 81



kemanusiaan® Paradigma humanisme ini yang menjadi dasar Islam
menentang perbudakan sebagaimana tujuan Islam ip@ityjaga agamahifz

al din) dan memelihara jiwah{fz naf3, di sini Islam melarang untuk
membunuh, menganiaya, merampas kemerdekaan ternrasplerbudak,
menjaga akalhifz ag), memelihara keturunarhifz nas), dan memelihara
harta hifz ma)*. Kelima hal tersebut oleh Asy-syatibi dinamakamgimn
Magqasid Al-Syarialf.

Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap ketenagama Islam,
termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pereman perlindungan
terhadap hak asasi manusia serta kepentingan mantligjuan utama
penjatuhan pidana dalam syari'at Islam adalah unpekcegahan dan
pengajaran serta pendidik&n.

Berdasar data KOPBUMI (Konsorsium Perlindungan BuiMigran
Indonesia), sejak tahun 2001 sudah terjadi kasuanggaran hak asasi
terhadap 2.239.566 buruh migran Indonesia, mulari daenipuan,
penghilangan dokumen, pengurangan atau tanpa rgdjga, pemenjaraan,
penyiksaan, pemerkosaan bahkan sampai pembunutaamDdata IOM
(International Organization for Migratiop) dari Maret 2005 sampai April

2006 terdata kasus yang lebih nyata, yaitu perdgmgyanrang sebanyak 1022

% Abdul Hadi WM, ‘Humanisme”Materi kajian kuliah pancasilaJakarata: ICAS, 2006, him
21

* Suparman UsmarHukum Pidana IslamAsas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam
Tata Hukum Indonesjadakarta: Gaya Media Pratama, 2003, him 65

® Asafri Jaya BakriKonsep Magasid Syariah Menurut Asy-tibet ke-1, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996, him 71-72

® Soerjono Soekantalentifikasi Hukum Positif tidak Tertulis MelaluieRelitian Hukum
Normatif dan EmpirisJakarta: IND HILL CO,1988, him. 87



orang. Dari jumlah ini, 88,6% adalah perempuan 2266 adalah anak-anak,
dan kasusnya, ada 52% dieksploitasi sebagai pekarjah tangga dan 17%
dipaksa melacr selain itu juga terdapat data lain yang ditunarkloleh US
State Departemen, bahwa terdapat sebesar 800.00&nkbaru perdagangan
orang per tahun dan 2,5 juta per tahun yang diklaju oleh organisai
perburuhan Internasional (ILO).

Sementara data dari Komisi Perlindungan Anak IndiangKPAI)
tanggal 26 September 2007 lalu menunjukkan bahiah terjadi 281 kasus
perdagangan orang, dengan rincian 210 kasus diaayt merupakan kasus
perdagangan anak. Anak-anak yang terjebak dalarstijois tersebar di
75.106 lokasi di Indonesia dan hal ini tidak menghkan jika di dunia saat
ini ada sekitar 3.000 organisasi perdagangan amak getiap waktu dapat
mengancam keselamatan anak-ahak.

Deskripsi di atas dapat dibayangkan begitu besangken materiil
maupun imateriil, baik mental maupun moral, karemarampas kebebasan
dan harga diri korban, bahkan acap kali juga metayarkeselamatan korban.
Bagaimana tidak, perlindungan hak korban bagian gang terintegral
dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam penjaleparkara pidana
seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak atgjsa/terdakwa,
sementara hak-hak korban terabaikan, sebagaim&eeuakakan oleh Andi
Hamzah bahwa dalam membahas hukum acara pidanaiskiyas yang

berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecegde untuk mengupas

" www.menkokesra.go.id, diakses 28 Juni 2009
8 www.stoptrafficking.com, diakses 21 Juni 2009



hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangkasatamemperhatikan pula

hak-hak korbari.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan cadatah:

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sean lapangan
pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskipangangguran,dan
jeratan hutang.

2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknyahcentuk keluar
masuk orang; letaknya yang berdekatan dengan ngmargguna jasa
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan renaatupakan faktor
yang turut menyebabkan kerentanan terhadap pergagarorang.
rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyulitkamaag pekerjaan
atau jalan lain agar dapat menghidupi diri serdhin keluarga.

4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadagmpean, diskriminasi
gender, dan kekerasan terhadap anak.

5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hulum

Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghorm#taimadap martabat
kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang p&ay ditentukan
harganya tanpa persetujuannya, dibawa, dikumpulkdikurung dan

ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannysyaemanusia®

° Andi HamzahPerlindungan hak-hak manusia dalam KUHABandung : Bina Cipta, 1986,
him 33

19 Kompas , tanggal 1 Februari 2007. Lihat juga dgiFadin Abdul Qadir, Dkk,Anti
Trafficking, Cerebon: Fahmina 2006, him. 71

' Candra Muzzafar dkkHuman’s wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM
Yogyakarta: Pilar Media, 2007, him. 401



Trafficking sejatinya adalah bentuk baru dari perbudakan did aba
modern. Pada konteks kejahateatfficking, setidaknya di Indonesia telah ada
perundang-undangan yang menjamin adanya penghermatahadap
kemanusiaan dan penindakan terhadap segala beetldallman yang bisa
dimanfaatkan untuk melakukan penindakan terhadaph&&@n yang
mencederai rasa kemanusiaan, yaitu Undang-Undang@lNtahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangag.ckalanya keinginan
untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidanaagardjan orang
didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen naslpdan internasional untuk
melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakanadap pelaku,
perlindungan korban, dan peningkatan kerjas&ma.

Kejahatan perdagangan orang sangat merendahkan abauart
kemanusiaan. Bisa dikatakan, bahwrafficking adalah kejahatan yang
menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan daal mpang berlapis-
lapis, tetapi juga bisa dengan kadar yang berbeda;bterpenggal-penggal
tetapi berangkai, berjaring-jemaring dan melibathkemyak pihak, namun
semua itu tetap merupakan pelanggaran dan kejahatenakibatnya banyak
merugikan korban.

Permasalahan yang timbul pada kasus-kasus perdagangng adalah
bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korbaamDiaéberapa kasus,
perempuan misalnya yang menjadi korban permerkoskaen pemaksaan

pelacuran, ketika pulang di masyarakat, merek& tdamperoleh dukungan

12| apian dan GeruTrafficking Perempuan dan Anak,Penanggulangan Kemgnsif,Studi
Kasus Sulaweditara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Bim 1



untuk memulihkan kehidupan seperti semula. Kondismempersulit upaya-
upaya advokasi dan rehabilitasi korban

Perkembangan lebih lanjut, di antara warga masgarakbul suatu
kebutuhan atau hasrat untuk mengambil tindakaradewh mereka yang telah
menimbulkan kerugian pada kepentingan perseorangayaitu dengan suatu
kesadaran, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikegpentingan
perseorangan itu sesungguhnya juga merupakan pelarg terhadap
kepentingan masyarakat, sehingga untuk mengaldnjadinya balas dendam
yang timbal balik atau berlakunya asas talionis (hukum balas membalas),
diputuskanlah oleh warga masyarakat bahwa seseongyy telah
menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lairhérus membayar ganti
kerugian kepada orang yang dirugikan sekaligus kegada masyarakét.

Sedangkan penderitaan yang dialami oleh korbanahaglgvan untuk
dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pekddangkan sebenarnya
penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada Hgdnmya dengan
penderitaan korban kejahatan.

Salah satu bentuk dari perlindungan korban kejahatan hak dari

seseorang yang menjadi korban tindak pidana adatbk mendapatkan

'3 Korban disini tidak saja dipahami sebagai obyek daatu kejahatan tetapi juga harus
dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat parlgah secara social dan hukum . pada
dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelokrgtaupun masyarakat yang telah menderita
kerugian yang secara langsung telah terganggutaiémgalamannya sebagai target dari kejahatan
subyek lain yang dapat menderita kerugian akibgbheean adalah badan hukum, lihat
www.hukumonline.com/victimoloddiakses tanggal 10 Juli 2009

14 L.H.C. Hulsman,Afscheid van Het Strafrecht een Pleidooi voor Zgfilering atau
Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasj, ¥YWonosutanto, Surakarta: 1988, Jilid
II, him. 29. Hal yang sama lebih dipertegas lagpesti dapat disimak dalam uraian tulisan Romli
Atmasasmita, “Masalah Santunan Terhadap KorbanakirRidana,”"Majalah Hukum Nasional,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakih®®?, him. 24.



restitusi Beberapgeraturan perundang-undangan di Indonesia, bangag y
mencantumkan Restitusi, antara lain: KUHP, Undangdhg No. 26 tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undawgnug No. 16 tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. NamurNO. 21 tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangary Qeamg ditujukan
untuk perlindungan terhadap hak dari orang yangjaderkorban tindak
kejahatan perdagangan orang

Regulasirestitusidalam UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan olehenqgah untuk
menjamin hak-hak restitusi bagi seseorang yangadekprban tindak pidana
perdagangan orarfgNamun dalam UU tersebut tidak adanya suatu metode
penghitungan terhadap masalah restitusi, tenturglairh menjadi suatu
kelemahan dasar dalam implementasinya. Sehingdmkdrarus menghitung
sendiri kerugian materiil dan imateriil yang diaissabelum ia mengajukan ke
pengadilan. Akibatnya, berbagai macam cara ditemynthk mendapatkan
jumlah yang riil yang dapat mengganti seluruh kemgyang dialami, baik
fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penting untaklakukan kajian yang
mendalami tentang konsep restitusi dalam peratpesmondang-undangan di
Indonesia tentang pemenuhan hak atas restitusmdpkrdagangan orang
selama ini. Dengan demikian, kedudukan korban pemigan orang yang
terabaikan ini, jelas merupakan suatu ketidakadilRestitusi haruslah

diberikan untuk memulihkan kembali, sejauh mungkityasi yang ada bagi

> Wahyu Wagiman dan Zainal AbidRraktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia
Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007. him 8



korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadapalsaki manusia. yakni
pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau temggaltidan kerugian lain
yang diderita korban sebagai akibat perdagangamofa

Fenomena perdagangan orang bertentangan secaratrdiamiengan
tujuan Islam dan misi kerasulan. Dalam salah saks thadis, Nabi

Muhammad SAW bersabda :

L 30 b 15 sl s 1 Jed @z}%@www
(LSJL>=15‘ 09 3) 31 4kt 1
Artinya “Dari Abu Hurairoh, dia berkata: Rasullah SAW tela¢rsabda: Ada
tiga kelompok orang yang menjadi musuhku kelakadi kiamat;
orang yang mengatasnamakan-Ku tetapi berkhianaangryang
menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya (emjualan
itu), dan orang yang tidak membayar upah buruh ¢yaeamestinya)
padahal ia telah menyelesaikan pekerjaan(iyR. Bukhor)”.

Dari hadis tersebut dapat dijadikan sebagai daslnrh bahwa segala
bentuk perdagangan orang adalah suatu perbuatgndylarang keras dalam
Islam. Tujuannya adalah untuk menjamin melindungiMH supaya dapat
hidup nyaman, aman, merdeka dan bebas dari dislagnserta eksploitasi.
Prinsip penghormatan ini secara logis menjadi dasdetakan dasar etika

dalam berelasi antar sesama. Bentuk pelanggaram ada pada kejahatan

trafficking bisa dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman.

18 \www.pemantauperadilan.com diakses tanggal 302009
" Abi Abdullah Muhamad bin Ismail Al-BukhoriMatan Bukhori: Bab ljarah Juz IJI
Semarang: CV. Usaha Keluarga, 1987, him 34



Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasaragat dnerusak
kehidupan manusia, sekali pun perbuatan itu tanpugikan orang
lain. *®* Agama diharapkan memiliki fungsi melindungi maskata yang
tertindas azlumin, terpinggirkan musthadh’fin dan tidak diuntungkan
(maglubin, terutama oleh sistem yang timpang. Perlu adgeyindungan
bagi kaum yang rentan akan kejahatan tindak pigandgagangan orang.

Dalam hal ini perlu kiranya diketahui konsep keadlilsosial untuk
melindungi hak-hak korban yang berkaitan dengantitues dalam
perdagangan orardan sudah sesuaikah pasal 48 ayat 2 UU No 21 20Qin
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangargy @emgan konsep
hukum Islam tersebut dengan restitusi?

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisangemai
permasalahan restitusi dalam tindak pidana perdmgarorang kedalam
skripsi penulis yang berjuddRESTITUSI DALAM PASAL 48 AYAT 2
UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA PERDAGANGAN ORANG” .

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemahaman latar belakang yang diuralkdas penulis
merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebaghut:
1. Bagaimanakah ketentuan restitusi yang diatur dagdasal 48 ayat 2 No.

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidadadgangan Orang?

8 Ahmad Kosasi, HAM dalam Perspektif Islatitenyingkap persamaan dan perbedaan
antara Islam dan BaratJakarta: Salemba Diniyah, 2003). HIm 68
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2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhespusi yang
diatur dalam pasal 48 ayat 2 No.21 tahun 2007 ngnRemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian
Berangkat dari perumusan masalah diatas, makaapki®t bahwa
tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah restiugy diatur
dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang tinekagangan
orang

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum piddam lterhadap
restitusi yang diatur pada pasal 48 ayat 2 UU Notahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi eddgikan
informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiain yang berhubungan
dengan penelitian yang akan diteliti agar tidakjatkr duplikasi atau
pengulangan dengan penelitian yang telah'hd®embahasan mengenai

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang gedaah dibahas oleh

9 Consuelo G. Sevillaet.el.,anintroduction to reseach,, terj Alimudin Tuwpengantar
Metode PenelitianJakarta:Ul. Press 1993. him 85
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beberapa mahasiswa Fakultas Syari’ah, kajian huligiana positif di
Indonesia dan Islam.

Mr. Theo Van Boven dalam bukunytudy Concerning the Right to
Restitution, Compensation and Rehabilitasion for Victims of Gross
Violations of Human Right and Fundamental Freedgausg diterjemahkan
oleh Tim ELSAM dengan judMereka yang Menjadi Korban: Hak Korban
atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabiliy@sig menerangkan ide mengenai
prinsip-prinsip dan pedoman dasar berkenaan demgiaimak korban. Di sini
juga merumuskan suatu pedoman dasar tentang hakehla&n yang berlaku
universal bagaimana aspek-aspek pemulihan bagiakogmng meliputi
kompensasi, rehabilitasi, restitusi, kepuasan daninan terhadap tidak
terulangnya lagi pelanggaran.

Sulistiawati dkk dalam bukunyd@erdagangan Perempuan dalam
JaringanPerdagangaiarkobamenerangkan tentang peradangan perempuan
mencakup dimensi yang luas berbagai eksploitagnpgunan dan perhatian
global perkembangan kerangka konseptual menunjukikéensitas dan
perluasan bentuk perdagangan seseorang perempladn ssdunya adalah
komoditi perempuan dalam jejaringan pengedaranobarkdalam buku studi
lapangan ini memaparkan vonis-vonis atas kasuarhufang dihadapi para
informan perempuan sebagai terdakwa kasus pengedaagkotika di
pengadilan.

Lapian dan Geru dalam bukuny&afficking perempuan dan anak

penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesaral yang
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menerangkan tentang viktimisasi perdagangan per@mpmuatu bentuk
kekerasan berbasis gender bias tergolong fisik, tahesampai dengan
perkosaan dan ancaman dibunuh. Etnis Minahasa yhegban oleh
perempuan yang menjadi korban dari kejahatan parndggn orang yang
berakibat banyak dari mereka terinfeksi HIV dan gikim menderita AIDS
sampai mati ini menjadi ancaman serius bagi generasdatantf.

Penulis juga menelaah skripsi yang berkaitan derggEmasalahan

Restitusi dalanTrafficking diantaranya :

1. Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam perspektins{Analisis Pasal
83 RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anlk&jya Suryadi
(IAIN Walisongo) lulusan tahun 2006 dalam skripmisebut menjelaskan
tentang perdagangan anak sebuah kejah@iaayah/ jarimah). Suatu
perbuatan dikatakan sebagamiayah/jarimah karena perbuatan tersebut
merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan, agaamia, lbenda, nama
baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingam kettentraman
masyarakat. perlindungan korban dalam sistem gdaradpidana di
Indonesia.

2. Analisis Formulasi Qisas Dalam Al-Qur'an Surat Addgarah Ayat 178
karya Imron (IAIN Walisongo) lulusan tahun 2006 ipkr tersebut
menjelaskan, dalam sejarah pemikiran Islam, Al§urdan Hadis
mendapatkan porsi lebih besar dalam penggalianrhutaulstinbat al-

ahkamdibanding pertimbangan lain. Dalam kenyataannye sumber

% Lapian dan Geruwenanggulangan Komprehensif Trafficking Perempdan Anak,
Studi Kasus Sulawesi Utardakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006
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hukum ini selalu dijadikan ide sentral ketika maausnengalami
persoalan, tidak hanya persoalan yang bertaliamgatermpersoalan ke-
Tuhan-an, bahkan persoalan sosial yang alternatkurnnya tidak
terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis pun akanluselapayakan
alternatif theologisnya melalui deduksi terhadapm dsumber hukum.
Begitulah gambaran penulis atas para pengkaji hulksiiam (baik
mufassirin  muhadditsin  maupun fugaha’) terkait dengpersoalan
formulasi hukum pidangisas-diyaterhadap pelaku pembunuhan

3. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan PidantndonesiaKarya
Koko Yugara (Universitas Lampung) lulusan tahun@0Bkripsi tersebut
menjelaskan perspektif perlindungan korban tindialama dalam sistem
peradilan di Indonesia cenderung sejalan dengarkepdgrangan
perlindungan korban secara universal, antara la@ianya pengaturan
pembayaran ganti rugi kepada korban tindak piddaaa ahli warisnya
sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan, penwigpéndapat bahwa
masalah “Restitusi dalam pasal 48 ayat 2 UU No.ahuh 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Orang” belum ada yamgbahas sehingga

relevan untuk penulis bahas dalam skripsi ini.

Metodologi Penelitian
Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu pgemelmelalui studi

kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasaamDskripsi ini
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memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dapatalipertanggung

jawabkan validitasnya, maka penulis menggunakawndeetebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jgmeselitian
kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datardiperoleh dari data-
data dokumentasi berupa UU No. 26 tahun 2000 tgnBengadilan
HAM, UU 13 No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungaakss dan
Korban, UU No. KUHP, KUHAP, Peraturan Pemerintgkl No. 21
tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan @améuku-buku
yang lain yang berkaitan dengan permasal&han.

b. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitiartkim doktrinal.
Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepkan sebagg yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangkaw (in booR atau penelitian
yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bapastaeaanj?

2. Sifat penelitan ini adalah deskriptif® Yang berusaha untuk
menggambarkan dengan jelas dan sistematis masa&aélit@n, dan
dilakukan analisis secara bersama-sama dalam getmpahasan.

3. Pengumpulan Data

%L Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN WalisongBedoman Skripsi Fakultas Syari'ah
Semarang: 2006, him. 11

22 Amirudi dan Zainal Asikin, Pengantar metodolognektian Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003, him. 11

“Hilman HadikusumaMetode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi lImu tiuk
Bandung, Mandar Maju, 1995, him. 10.
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a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitadtdyena yang
menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-komnsegeam

pemikiran seseorang atau banyak orang.

b. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

i. Data primer yaitu data penelitian langsung padeeklsebagai
sumber informasi yang ditelifi* Adapun sumber data dalam
penelitian skripsi ini adalah UU No.21 Tahun 200&nfang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta
penjelasannya.

ii. Data sekunder yakni data yang mendukung atau dathathan
bagi data primer. Data sekunder merupakan data Yialad
langsung diperoleh oleh penelitianrfysSebagai data sekunder
dalam skripsi ini berupa bahan yang diperoleh d&dBlaktek
Kompensasi dan Restitusi di Indonesiayang ditulis Wahyu
wagiman dan Zainal Abidin, UU No. 26 Tentang Peiilgad
HAM, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban serta buku, artjkehal, dan
internet yang memiliki relevansi dengan permasalalgang
menjadi obyek kajian penelitian. Bahan-bahan ternseb
dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketaja

analisis.

4 saifudin AzwarMetode PenelitianYogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, him 91
% Ibid him 91
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4. Metode Analisis Data

a. Analisis deskriptif (descriptive analisys)bertujuan memberikan
deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkda gang diperoleh
dari subyek yang ditel@f. Di mana skripsi ini merupakan bentuk
penelitian kualitatif tentang sebuah produk Undandang maka
dengan metode tersebut dapat digunakan untuk meskgorsecara
menyeluruh tentang restitusi dalam PerdagangangQreemurut pasal
48 ayat 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tegntan
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Komparatif yaitu menganalisis data yang berbedagalenjalan
membandingkan untuk diketahui mana yang lebih bewan untuk
mencapai kemungkinan mengkompromikan. Sehingga dikaimukan
persamaan dan perbedaan antara satu sama lainarDemglisis
semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilita d#ari
berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dejgrkajian yang
dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yandn lebyektif dan
sistematis tentang perbandingan antara penerapstituse dalam
perspektif yang kaitannya dengan pasal 48 ayat 2Nd21 tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdag@mgag dalam
sudut pandang Hukum Pidana Islam.

c. Eksplanatori adalah sebuah teori yang mengkaji hgdu sebab

akibat di antara dua fenomena atau lebih. Teoridipakai untuk

% saifudin Azwarmetode penelitianyogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, him 126
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menentukan suatu ekspalanasi keterkaitan sebahbat alalid atau

tidak, atau menentukan mana dua teori atau lelig yebih valid®’

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, pekalisan
karya tulis ini disusun dengan sistematika seblagakut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini maikgur tentang latar
belakang masalah mengenai restitusi dalam perdagaoigng merupakan
pengantar menuju pembahasan pada bab berikutnyala@mnya berisi
tentang Retitusi dalam sudut, yaitu dari hukum pajéhukum pidana Islam.
Perumusan masalah berisi pokok bahasan yang akajadnanalisa pada
penulisan skripsi nantinya. Tujuan penelitian mekan target penelitian
dalam melakukarresearch sehingga diharapkan dalam penelitian tersebut
akan ditemukan jawaban dari rumusan permasalahstentitika penulisan
merupakan uraian singkat tiap bab yang akan dibabdslanjut.

Bab kedua berisi ketentuan Umum Tentang Restituaiand
perdagangan orang perspektif hukum pidana positifldlam. Dalam bab ini
berisi deskripsi atau ketentuan umum tentang unmemtang restitusi dalam
perdagangan orang perspektif hukum pidana postif Idlam, juga dibahas
mengenai restitusi dalam arti luas secara meriaila pembahasan Restitusi
dalam perdagangan orampgrspektif hukum Pidana Islam akan dipaparkan

macam-macam perbuatan pidana dalam Islam. Dala@21 Tahun 2007

2" Arsitadulako.blogspot.com. Diakses tanggal 31 b= 2009
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangag @kan membahas
perbuatan pidana memiliki sanksi Restitusi.

Bab ketiga berisi tentang restitusi dalam pasaby& 2 UU No. 21
tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanaadg®ergan Orang
Dalam bab ini terdapat paparan tentang landasanikpam di balik
diberlakukannya UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemb@san Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Bab ini memaparkan sitkanU No.21 tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdag@mugag serta unsur-
unsur Restitusi.

Bab keempat berisi tentang Analisis pasal 48 aya)2No.21 tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagdhgag. Bab ini
merupakan inti dari pembahasan pada yang merupakalisis Perundang-
undangan Indonesia tentang Restitusi perdagangamg atalam perspektif
hukum pidana positif dan Islam dalam pasal 48 ayat No. 21 tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangag.Ora

Bab kelima berisi penutup merupakan bab yang measbaiasil
penelitian dan jawaban dari analisis mengenaitusstdalam perdagangan
orang yang telah dilakukan pada bab sebelumnya gmaggkum dalam

kesimpulan.



